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ABSTRAK 

Kode Etik Aparatur Sipil Negara (ASN) diatur dalam berbagai tingkatan peraturan 
perundang-undangan, diawali dengan dibentuknya Undang-Undang No.8 Tahun 1974 
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan telah diubah dengan Undang-Undang No.43 
Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, dan Peraturan Pemerintah No.30 
Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, hingga menjadi acuan 
dikeluarkan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa KOPRS 
dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan dikeluarkannya Undang-Undang No.5 Tahun 
2014 tentang Aparatur Sipil Negara, hingga dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten 
Pesisir Selatan mengeluarkan Peraturan Bupati No.37 Tahun 2017 tentang Kode Etik 
Pegawai Aparatur Sipil Negara. Pemda berhak menetapkan kebijakan daerah untuk 
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Peraturan 
Kepala Daerah atau Peraturan Bupati diatur khusus dalam Peraturan Menteri Dalam 
Negeri No.120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
No.80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan secara 
keseluruhan diatur dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar pijakan pemerintah dalam 
membentuk semua peraturan. Berdasarkan hal tersebut dalam tulisan ini merumuskan 
permasalahan yaitu: 1) Bagaimana penerapan azas-azas pembentukan perundang-
undangan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Kode 
Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Pesisir Selatan, 2) Bagaimana pengaturan tentang Kode Etik dalam Peraturan Bupati 
Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Kode Etik pegawai Aparatur Sipil Negara di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap Undang-Undang Nomor 
5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara . Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui apakah pembentukan peraturan bupati ini sesuai dengan pembentukan 
produk hukum daerah dan pembentukan peraturan perudang-undangan yang berlaku, 
serta urgensi apa yang mendasari dibentuknya peraturan bupati ini, dan bagaimana 
pengaturan mengenai kode etik pegawai ASN ini berdasarkan Peraturan Bupati yang 
dibentuk dengan Undang-Undang ASN. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
normatif yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, kaidah dasar, publikasi 
yang dibuat oleh Pemerintah, Buku-buku dan Literatur. Berdasarkan penelitian ini, 
pembentukan peraturan bupati ini sesuai dengan kaidah pembentukan produk hukum 
daerah dan Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. 
Pembentukan peraturan bupati ini didasari oleh tidak adanya peraturan daerah tingkat 
provinsi yang mengatur tentang ASN, dan memperjelas pengaturan mengenai kode etik 
ASN serta perbandingannya dengan Undang-Undang ASN. 


